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Momentum Pi esidensi G-20-
. James P Walsh 

Kepa/a Perwakilan Dana _'\foneter lnternasional (l.\IF) di Indonesia 

Tahun 2022 ini, 
Indonesia memim­
pin forum G-20 
yang beranggota-
l an perekonomi­
an -perekonomian 
utama dunia. 

I 
ndonesia akan menyambut 
delegasi negara-negara ang­
gota G-20 untuk membahas 

isu-isu utama global yang me­
merlukan koordinasi bersama. 
Presidensi G-20 dilakukan se­
cara bergilir antarnegara anggo­
ta. Arab Saudi memegang kursi 
presidensi pada tahun 2020 se­
mentara Italia pada 2021. • 

Presidensi Indonesia tahun 
ini mengawali presidensi ne­
gara-negara oerkembang di fo­
rum G-20, setidaknya untuk ti­
ga tahun ke depan. Setelah In­
donesia, India dan Brasil akan 
melanjutkan kursi presidensi 
G-20 pada 2023 dan 2024. 

Presidensi G-20 tahun 2022 
memberikan kesempatan ber­
harga bagi Indonesia untuk her­
ada di ujung tombak penyele­
saian agenda-agenda global. 

Dalam kesempatan ini, In­
donesia dapat memastikan sua­
ra dan kepentingan rakyat In­
donesia didengar oleh seluruh 
dunia. Dengan memegang kursi 
presidensi G-20, Indonesia ber­
kesempatan mengajukan· topik 
dan memimpin dialog global . 
tentang isu-isu prioritas agar 
sejalan dengan kebutuhan In­
donesia. Presidensi ini juga 
membePikan kesempatan un­
tuk menunjukkan keberhasil­
an-keberhasilan Indonesia ke-

• pada para anggota G-20. 
' 

Pemulihan dari pandemi 
Indonesia telah memilih 

enam topik: (1) koordinasi exit 
strategy untuk pemulihan glo­
bal; (2) penguatan sis tern pem­
bayaran di era digital; (3) pe­
ngembangan pembiayaan ber­
k~lanjutan (sustainable finan­
cmg); (4) upaya penanganan 
dampak pandemi (scarring ef­
fect); (5) peningkatan sis tern ke­
uangan yang inklusif: (6}Mgn­
da perpajakan internasional. 

Artikel ini akan membahas 
tiga isu prioritas pertama. Isu 
p~rtama, pemulihan dari pan­
d~mi. Dengan transmisi Covid-
19 yang turun 99 persen sejak 
Juli 2021, Indonesia relatif ber­
hasil mengendalikan pandemi. 

Mylewati berbagai tantang­
an, termasuk hilangnya banyak 
lapangan kerja, Indonesia cu­
kup mampu memoderasi efek 
negatif pandemi. Dari sisi mak­
roekonomi, Indonesia berhasil 
menjaga inflasi tetap terkendali, 
pergerakan rupiah yang •Stabil, 
dan tingkat utang yang aman. 

Meski munculnya varian ba­
ru tetap menjadi risiko, Indo­
nesia telah meletakkan dasar 
untuk pemulihan yang cukup 
kuat. Kebijakan extraordinary 
Bank Indonesia da-
lam mendukung 
sistem keuangan 
nasional ptm telah 
mendukung per­
tumbuhan ekono­
mi dengan tetap 
menjaga stabilitas. 
Di sisi lain, peme­
rintah tetap berko­
mitmen mengu­
rangi defisit ang­
garan agar dapat 
kern bali ke target 3 persen pada 
tahun 2023. 

~ 

Negara maju dan negara ber­
kembang memiliki pengalaman 
berbeda selama pandemi. Di sa­
at banyak negara mulai mem­
bahas tatanan ekonomi · baru 
setelah pandemi, Indonesia 
perlu berbagi pengalaman ke­
suksesan dalam mengelola pan­
demi, khususnya dalam men­
dukung pemulihan ekonomi. 

Indonesia, seperti banyak 
negara berkemh>ang lain 
menghadapi tantangan dal~ 
mencapai target vaksinasi di­
bandingkan negara maju. Da­
lam hal ini, forum G-20 me~ 
rupakan ajang tepat untuk 
m~ndorong diskusi tentang ba- • 
grumana semua negara dapat 
mencapai target vaksinasi lebih 
cepat dan rnenurunkan risiko 
varian baru. 

Isu kedua adalah meningkat­
nya penggunaan pembayaran di­
gital. Pembayaran digital me­
nawarkan biaya yang lebih mu­
rah dan akses yang lebih mudah 
bagi masyarakat. Sistem pemc 
bayaran digital dapat membe­
rikan solusi untuk masalah-ma­
salah klasik pembayaran. Solusi 
ini antara lain sistem penjualan 
eceran yang lebih aman dan 
efisien hingga metode pemba­
yaran yartg lebih murah dan 

· aman bagi sektor infohnal. 
Dengan peluncuran QRIS, BI 

Fast, dan SNAP (Standar Nasio­
nal Open API Pembayaran), In­
donesia menjadi laboratorium 
yang menarik bagi pengem­
bangan sistem pembayaran di­
gital ataupun teknologi finan­
sial (tekfi.n) secara luas. 

Seiring berkembangnya in­
dustri pembayaran digital, dan 
munculnya inovasi-inovasi ba­

ru seperti aset krip­
to dan decentralized 
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nance, peran fo· 
rum G-20 menjadi 
semakin penting 
dalam membangun 
landasan bersama 
untuk pengawasan 
produk pembayar­
an digital. 

· Hal ini agar rna-
01otE sw syarakat luas bisa 

memperoleh man­
faat, meminimalkan risiko ter­
hadap konsumen, dan menjaga 
stabilitas pasar keuangan. Peng­
alaman Indonesia akan sangat 
membantu memandu dialog 
yang mewakili tak hanya ke" 
pentingan konsunien di Indo­
nesia, tetapi juga negara ber­
kembang lain, di mana industri · 
tekfin merepresentasikan upa­
ya lompatan teknologi menuju 
masa depan. 

Perkembangan tekfin tak ter­
lepas dari upaya global yang te­
lah dilakukan. Ini termasuk pe­
luncuran Bali Fintech Agenda 
pada 2018, di mana Indonesia 
bersama IMF dan Bank Dunia 
menyusun 12 agenda kebijakan 
untukmembantu negara-negara 
memanfaatkan manfaat, pelu­
ang dan risiko tekfin. 

Perubahan iklim 
Isu ketiga dan paling me- ~ 

• nantang adalah terkait peru­
bahan iklim, di mana kebijakan 
perlu disusun dalam prinsip 1 

adil, terjangkau, dan mengu­
tamakan kepentingan masya­
rakat luas. 

.Transisi menuju energi ter­
barukan akan menjadi proses 
yang kompleks dan mahal. Hal 
ini membutuhkan komitmen 
yang kuat terhadap pengurang­
an emisi disertai kebijakan de­
ngan target terukur sesuai kon­
disi negara · masing-masing. 

IMF akan terus bekeija sama 
dengan negara-negara dalam 
menentukan tingkat harga kar­
bon global yang dapat men­
..ciptakan potensi aliran inves;- ~ 
tasi ke proyek energi terb'a­
rukan di Indonesia. 

Kebijakan pa]ak karbon dan 
sistem cap-and-trade Indonesia 
merupakan langkah . penting 

· dan berada di jalur yang tepat. 
Namun, jalan masih panjang. 

Investasi pada energi terbaru­
kan, pembangunan sistem 
traiJ.smisi energi, dan pemba­
ngunan sistem transportasi yang 
berbasis listrik membutuhkan 
dukungan pembiayaan besar. 

Penggunaan sumber daya ha­
rus dialokasikan dengan baik se­
hingga berdampak optimal se­
cara ekonomi ataupun lingkung­
an. Kita juga perlu memastikan 
transisi itu adil. Masyarakat ber­
penghasilan rendah, termasuk di 
daerah dataran rendah yang 
rentan terhadap banjir, perlu 
memperoleh manfaat dari tran­
sisi menuju energi terbarukan. 
Di sisi lain, negara ekonomi ma­
ju juga harus membantu negara 
berkembang. 

Melalui presidensi G-20, In­
donesia dapat memainkan pe­
ran sangat penting dalam me­
mastikan bahwa upaya transisi 
menuju energi terbarukan dan 
mengatasi dampak perubahan 
iklim dilakukan dengan cara 
yang paling adil dan efisien. 

Ketiga isu itu akan jadi agen­
da utama G-20 tak hanya tahun 
ini, tetapi juga di masa menda­
tang. Indonesia memiliki per­
spektif unik sehingga perlu me­
manfaatkan presidensi tahun 
ini untuk memberi bukti kon­
tribusi Indonesia secara nyata 
dalam penyusunan kebijakan 
mengatasi tantangan glo~ 


